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ABSTRAK 
Berbicara dengan uang tentunya berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini 
tentunya tidak ada hentinya karena hal ini termasuk ke dalam kebutuhan primer atau kebutuhan 
pokok. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi. Begitu juga kegiatan ekonomi masyarakat 
atau umat muslim yaitu  muamalah atau ekonomi Islam semakin berkembang. Selain itu 
kedewasaan Sumber daya manusianya juga berkembang memiliki kesadaran. Kesadaran ini pun 
mengenai kepekaan sosial untuk membantu atau bermanfaat bagi manusia lainnya. Kepekaan 
sosial tersebut salah satunya dengan berwakaf atau mewakafkan sebagian harta yang dimlikinya. 
Kebutuhan kajian akan wakaf tunai sangat dibutuhkan oleh banyak pihak terutama bagi para ahli 
dan praktisi ekonomi Islam. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian hukum normatif (penelitian hukum). Dalam hal ini adanya lembaga negara Indonesia 
mengenai keseluruhan tentang wakaf di Indonesia lembaga negara tersebut adalah Badan Wakaf 
Indonesia. Dalam jurnal kali ini secara spesifik  berisi pengertian wakaf,rukun dan syarat wakaf, 
pembinaan dan pengawasan wakaf, peningkatan kualitas nazhir dan pemberdayaannya,tugas dan 
wewenang Badan Wakaf Indonesia, fungsi wakaf, organisasi Badan Wakaf Indonesia, syarat 
menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, ketentuan-ketentuan pidana apabila terjadinya 
penyalahgunaan pengelolaan benda wakaf,serta pengelolaan dan pengembangan harta benda 
wakaf. Salah satu tujuan pendirian Badan Wakaf Indonesia ialah untuk mempromosikan dan 
mengembangkan wakaf. Badan Wakaf Indonesia memainkan peranan aktif baik sebagai 
regulator, motivator, mediator, dan bahkan sebagai administrator dalam cakupan sebagai nazhir. 
Oleh karenanya kepengurusan pada Badan Wakaf Indonesia membutuhkan persyaratan seperti 
visi dan misi serta komitmen dalam mengembangkan wakaf, dan memiliki pemahaman dan 
pengalaman kerja dalam mengelola aset wakaf secara professional dalam skala nasional. BWI 
pun memiliki peran dan fungsi dalam membina, mengawasi dan meningkatkan kualitas nazhir  
dalam mengelola wakaf.  
Kata kunci:  Wakaf, Badan Wakaf Indonesia, Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia 
 PENDAHULUAN 
Wakaf merupakan salah satu kegiatan ekonomi, dimana pemberi wakaf (wakif) 
memberikan hartanya yang ia ingin berikan secara seluruhnya kepada nazhir (pengelola baenda 
wakaf). Dimana, harta yang diberikan oleh wakif ini, tidak bisa diambil kembali, ataupun 
mendapatkan keuntungan dari hasil produksi pemanfaatan harta tersebut. karena, wakaf bersifat 
pemberian abadi dengan dilengkapi dengan sertifikat bukti, sehingga ahli waris atau keluarganya 
yang lain tidak bisa mengambilnya kembali. Kecuali, jika memang sebelumnya terdapat 
perjanjian terlebih dahulu bahwa wakaf tersebut hanya akan diberikan dalam jangka waktu 
tertentu. Dan, bagi orang yang berwakaf ini akan mendapatkan pahala dari Allah ketika diakhirat 
nanti. 
Pihak nazhir yang menerima harta dari wakif, maka memiliki tanggung jawab harus 
mengelola harta tersebut menjadi kemaslahatan bagi umat Islam. Karena wakaf berfungsi 
sebagai faktor pendukung ekonomi umat Islam dan memiliki harapan agar ekonomi umat lebih 
baik. Nazhir yang mengelola harta wakaf ini, harus mampu mengetahui bahwa harta itu akan 
lebih baik dipakai untuk produksi yang seperti apa, sesuai dengan fungsi dan manfaat harta itu 
sendiri. Maka, harus disesuaikan dengan kemampuan harta wakaf tersebut dan nazhir yang dapat 
mengelolanya. Karena, dalam pemanfaatan atau pengelolaan itu tidak bisa sembarangan dikelola, 
jika sembarang atau tidak sesuai, hasil dari pengelolaan tersebut tidak akan menghasilkan 
manfaat semaksimal mungkin, dan umat Islam tidak akan merasakan manfaatnya secara 
menyeluruh dan yang menjadi harapan pemberi harta wakaf (wakif) tidak akan terealisasikan. 
Nazhir yang mengelola harta wakaf tersebut harus dikelola dengan seoptimal mungkin, 
sehingga hasil pemanfaatannya pula semaksimal mungkin. Oleh karena itu, nazhir yang dapat 
melakukan pengelolaan wakaf dengan optimal, sekiranya harus diawasi, dibina dan ditingkatkan 
kualitas kemampuannya oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bekerjasama dengan 
Kementrian Agama. Ada beberapa hal yang dilakukan BWI dalam meningkatkan kemampuan, 
minat dan bakat nazhir dalam mengelola wakaf, sehingga harta wakaf yang dikelola bisa 
dimanfaatkan sebanyak mungkin, dan tidak mengalami penyalahgunaan wakaf. Oleh karena itu, 
hasil dari pemanfaatan harta wakaf tersebut bisa dirasakan secara menyeluruh bagi umat Islam. 
 
 
 
 
 
PEMBAHASAN 
A. Wakaf 
Pengertian Wakaf 
Secara bahasa, wakaf berasal dari kata waqf yang berarti radiah (terkembalikan), al-tahbis 
(tertahan), al-tasbil (tertawan), dan al-man’u (mencegah). Secara Istilah ulama mendefinisikan 
wakaf sebagai berikut: 
1 Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa wakaf ialah penahanan harta yang 
memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan 
memutuskan (memotong) tasharruf (pertolongan) dalam penjagaannya atas mushrif 
(pengelola) yang dibolehkan adanya. 
2 Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah harta yang 
dapat diambil manfaatnya yang tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang 
dibolehkan serta di maksudkan untuk mendapat ridha Allah SWT. 
 
Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan oleh para ulama, kiranya dapat dipahami 
bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan 
memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.
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Rukun dan Syarat Wakaf 
Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan ada enam 
unsur wakaf, yaitu wakif, nazir, harta wakaf, tujuan wakaf, akad wakaf, dan jangka waktu wakaf.  
1. Wakif (Orang yang Berwakaf) 
 Wakif, atau pihak yang mewakafkan hartanya, bisa perseorangan, badan hukum, maupun 
organisasi. Jika perseorangan, ia boleh saja bukan muslim karena tujuan disyariatkannya wakaf 
adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan orang nonmuslim tidak dilarang berbuat 
kebajikan.  
2. Nazhir (Pengelola Wakaf)  
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Nazhir adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara. dan menyelenggarakan 
harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada 
dasarnya. menjadi hak wakif, tetapi boleh iuga wakif menyerahkan hak pengawasan wakafnya 
kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi.  
Dalam pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tugas seorang nazhir 
meliputi:  
Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.  
 Mengelola dam mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, serta 
peruntukannya.  
 Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.  
Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) 
3. Mauquf (Harta yang Diwakafkan)  
Syarat-syarat yang berkaitan dengan harta yang diwakafkan ialah harta yang bernilai, milik 
wakif, dan tahan lama untuk digunakan. Harta wakaf juga bisa berupa uang yang dimodalkan, 
seperti saham, yang harus dikelola semaksimal mungkin sehingga mendapatkan kemaslahatan 
atau keuntungan bagi orang banyak. 
4. Mauqul’alaih (Tujuan Wakaf) 
Tujuan wakaf harus sejalan (tidak bertentangan) dengan nilai-nilai ibadah sebab wakaf 
merupakan salah satu amalan sedekah. Tujuan wakaf harus termasuk kategori ibadah atau 
sekurang-kurangnya merupakan perkara0perkara mudah menurut ajaran Islam., misalnya 
menjadi saranaibadah. Harta wakaf yang diperuntukan membangun tempat-tempat ibadah umum, 
hendaklah ada badan yang menerimanya. 
5. Shigat Waqf (Akad Wakaf) 
Wakaf di shigatkan, baik dengan lisan, tulisan maupun isyarat. Wakaf dinyatakan telah terjadi 
apabila ada pernyataan wakif (ijab), sedangkan Kabul dari mauquf’alaih tidak diperlukan. Isyarat 
hanya boleh dilakukan jika wakif tidak mampu melakukan lisan dan tulisan. 
6. Adanya jangka waktu yang terbatas 
Dalam pasal 215 Kamplikasi Hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau 
kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan 
melembagakan unruk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya, 
sesuai dengan aiaran Islam. Berdasarkan pasal tersebut, wakaf sementara adalah tidak sah. 
Sementara itu, dalam pasal 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan 
bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif unmk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian 
harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai 
dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum. 
Ada beberapa syarat dan ketentuan mengenai wakaf, agar wakaf tersebut bisa dikatakan 
sah atau telah terjadi pewakafan. Berikut adalah syarat-syarat wakaf. antara Iain
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:  
1. Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbuatan wakaf berlaku untuk 
selamanya. Bila seseorang mewakafkan kebun untilk jangka waktu 10 tahun, misalnya, 
wakaf tersebut dinyatakan gagal.  
2. Tujuan wakaf harus jelas, misalnya mewakatkan sebidang tanah untuk masiid, musala, 
pesantren, perkuburan (makam), dan sebagainya. Bila  seseorang mewakafkan sesuatu 
kepada lembaga hukum atau organisasi tanpa menyebut tuiuannya, hal itu dipandang sah 
sebab penggunaan harta wakaf tersebut menjadi wcwenang lembaga hukum atau 
organisasi yang menerima harta wakaf tersebut.  
3. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan, tanpa di 
gantungkan pada peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang sebab 
pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik bagi yang mewakafkan. Bila wakaf 
digantungkan dengan kematian, yang mewakafkan bertalian dengan wasiat, bukan 
bertalian dengan wakaf. Dalam pelaksanaan seperti ini, berlakulah ketentuan yang 
bertalian dengan wasiat. 
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4. Wakaf merupakan perkara yang waiib dilaksanakan tanpa adanya hak khiyar atau 
membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf 
berlaku seketika dan untuk selamanya.  
Fungsi Wakaf 
Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 5 dijelaskan bahwa fungsi wakaf 
adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah 
dan untuk memajukan kesejahteraan umum. 
Fungsi wakaf itu terbagi menjadi empat fungsi, yaitu: 
Fungsi Ekonomi. Salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah keadaan sebagai suatu 
sistem transfer kekayaan yang efektif. 
Fungsi Sosial. Apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan 
fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi. 
Fungsi Ibadah. Wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah SWT, 
serta dalam memperkokoh hubungan dengan-Nya. 
Fungsi Akhlaq. Wakaf akan menumbuhkan ahlak yang baik, dimana setiap orang rela 
mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi dari pada 
kepentingan pribadinya. 
 
B. Organisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Syarat Menjadi Anggota BWI 
Organisasi Badan wakaf Indonesia 
Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang 
digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, 
sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan 
perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, Keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden 
Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007, yang 
ditetapkan di Jakarta, 13 Juli 2007. Jadi, BWI adalah lembaga independen untuk 
mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas 
dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat. 
BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat 
membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam 
kepengurusan, BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan, masing-masing 
dipimpin oleh oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para 
anggota. Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan 
adalah unsure pengawas pelaksanaan tugas BWI. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri 
dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal 
dari unsur masyarakat. (Pasal 51-53, UU No.41/2004). 
Keanggotaan  Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 
Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh 
Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan 
selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Untuk 
pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden 
oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden 
untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. (Pasal 55, 56,  57, UU 
No.41/2004). 
 
Syarat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia 
1. Untuk menjadi diangkat menjadi anggota badan wakaf indonesia, setiap anggota harus 
memenuhi persyaratan : 
a. Warga negara indonesia 
b. Beragama islam 
c. Dewasa 
d. Amanah 
e. Mampu secara jasmani dan rohani 
f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum 
g. Memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalamandibidang perwakafan 
dan/atau ekonomi, khususnya dibidang ekonomi syariah. 
h. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional 
2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ketentuan mengenai persyaratan 
lain untuk menjadi anggota badan wakaf indonesia ditetapkan oleh badan wakaf 
indonesia
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C. Tugas dan Wewenang BWI 
 Dalam pasal 49 ayat (1) disebutkan Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan 
wewenang
4
:  
a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta 
benda wakaf.  
b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan 
internasional; 
c. memberikan persetujuan dan atau izin perubahan peruntukan dan status harta benda 
wakaf;  
d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;  
e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;  
f. memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di 
bidang perwakafan
5
. 
 Ayat (2) Pasal yang sama menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BWI dapat 
bekerjasama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para 
ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu
6
. 
Di lihat dari tugas dan wewenang BWI dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 ini 
jelas bahwa BWI mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, 
sehingga nantinya wakaf dapat berfungsi sebagaimana yang disyariatkannya. Adapun strategi 
untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dikembangkan oleh BWI adalah sebagai 
berikut:  
a. meningkatkan kompetensi dan Jaringan Badan Wakaf Indonesia, baik nasional maupun 
internasional.  
b. membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan.  
c. meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf.  
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d. meningkatkan profesionalitas dan keamanahan Nazhir dalam pengelolaan dan 
pengembangan harta wakaf.  
e. mengkoordinasi dan membina seluruh Nazhir wakaf  
f. menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf 
g. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.  
h. menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional 
dan internasional
7
. 
 
D. Kesimpulan  
Secara bahasa, wakaf berasal dari kata waqf yang berarti radiah (terkembalikan), al-tahbis 
(tertahan), al-tasbil (tertawan), dan al-man’u (mencegah).Berdasarkan definisi yang telah 
dijelaskan oleh para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah 
menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna 
diberikan di jalan kebaikan. 
Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan ada enam 
unsur wakaf, yaitu wakif, nazir, harta wakaf, tujuan wakaf, akad wakaf, dan jangka waktu wakaf.  
Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 5 dijelaskan bahwa fungsi wakaf 
adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah 
dan untuk memajukan kesejahteraan umum. 
Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang 
digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, 
sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan 
perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, Keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden 
Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007, yang 
ditetapkan di Jakarta, 13 Juli 2007. Jadi, BWI adalah lembaga independen untuk 
mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas 
dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat. 
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Untuk menjadi diangkat menjadi anggota badan wakaf indonesia, setiap anggota harus 
memenuhi persyaratan : 
a. Warga negara indonesia 
b. Beragama islam 
c. Dewasa 
d. Amanah 
e. Mampu secara jasmani dan rohani 
f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum 
g. Memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalamandibidang perwakafan 
dan/atau ekonomi, khususnya dibidang ekonomi syariah. 
h. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional 
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ketentuan mengenai persyaratan 
lain untuk menjadi anggota badan wakaf indonesia ditetapkan oleh badan wakaf indonesia. 
 Dalam pasal 49 ayat (1) disebutkan Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan 
wewenang:  
a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta 
benda wakaf.  
b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan 
internasional; 
c. memberikan persetujuan dan atau izin perubahan peruntukan dan status harta benda 
wakaf;  
d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;  
e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;  
f. memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di 
bidang perwakafan. 
 Ayat (2) Pasal yang sama menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BWI dapat 
bekerjasama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para 
ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. 
Di lihat dari tugas dan wewenang BWI dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 ini 
jelas bahwa BWI mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, 
sehingga nantinya wakaf dapat berfungsi sebagaimana yang disyariatkannya. Adapun strategi 
untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dikembangkan oleh BWI adalah sebagai 
berikut:  
a. meningkatkan kompetensi dan Jaringan Badan Wakaf Indonesia, baik nasional maupun 
internasional.  
b. membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan.  
c. meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf.  
d. meningkatkan profesionalitas dan keamanahan Nazhir dalam pengelolaan dan 
pengembangan harta wakaf.  
e. mengkoordinasi dan membina seluruh Nazhir wakaf  
f. menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf 
g. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.  
h. menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional 
dan internasional. 
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